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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah 

diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab 

terjadinya disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam kedua putusan 

perkara ini yaitu perkara No.302/Pid.B/2013/PN.Bkn dan perkara No. 

921/Pid.B/2012/PN.LP adalah faktor eksternal hakim.  Faktor eksternal yaitu 

faktor latar belakang tidak pidana yang dilakukan, faktor cara pelaku melakukan 

tindak pidana, faktor tuntutan dari jaksa penuntut umum , faktor  unsur-unsur 

yang dapat dibuktikan dari kedua perkara tersebut, faktor hal-hal yang 

meringankan serta hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam kedua putusan 

perkara tersebut, faktor perundang-undangan, serta faktor kewajiban hakim untuk 

menggali, memahami, dan mengikuti perkembangan yang hidup dalam 

masyarakat (the living law). 

Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa disparitas pidana yang 

terjadi dalam putusan perkara No.302/Pid.B/2013/PN.Bkn dan putusan perkara 

No. 921/Pid.B/2012/PN.LP termasuk dalam disparitas pidana yang dilandasi oleh 

dasar pembenar yang jelas. 
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B.  Saran 

  Berdasarkan kesimpulan yang di uraikan diatas dapat disarankan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Agar majelis hakim yang mengadili pelaku tindak pidana pembunuhan 

melanggar pasal 339 KUHP, dapat menjatuhkan putusan yang tidak terlalu 

berbeda secara signifikan untuk dapat mengurangi disparitas pidana atau 

pun apabila terdapat disparitas pidana harus dilandasi oleh dasar 

pembenaran yang jelas. 

2. Agar masyarakat dapat memahami, bahwa terjadinya disparitas pidana 

dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal hakim, serta memahami 

bahwa terjadinya disparitas pidana dapat dilandasi oleh dasar pembenar 

yang jelas. 
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